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Kata Kunci: Abstrak: Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan
Digitalisasi KTP, pemahaman dan adopsi teknologi Identitas Kependudukan Digital
Pelayanan Publik, (IKD) di Kecamatan Pakal, yang menghadapi tantangan dalam
Identitas aksesibilitas layanan administrasi kependudukan. Penelitian ini

bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas perpanjangan jam
pelayanan dan dampaknya terhadap partisipasi masyarakat dalam
penggunaan IKD. Dengan memperpanjang jam pelayanan hingga pukul
19.00 pada hari kerja dan hingga pukul 14.00 pada hari Sabtu, kegiatan
ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang
kesulitan mengakses layanan pada jam operasional biasa. Metode
penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain
deskriptif, yang mencakup pendampingan langsung serta monitoring
dan evaluasi secara berkala. Pendampingan dilakukan untuk
membantu masyarakat dalam mengunduh dan mengaktifkan aplikasi.
Kegiatan ini melibatkan masyarakat yang belum mengoptimalkan
layanan IKD, serta petugas kecamatan yang berperan dalam
memberikan dukungan teknis. Hasil temuan menunjukkan adanya
peningkatan signifikan pada awal pelaksanaan, dengan 196 peserta
yang berhasil mendaftar pada bulan pertama. Namun, terjadi
penurunan jumlah peserta pada bulan berikutnya, dengan hanya 31
orang yang melanjutkan aktivasi. Kendala teknis dan rendahnya
literasi digital menjadi faktor penghambat utama. Masyarakat yang
terlibat dalam kegiatan ini mendapatkan manfaat berupa peningkatan
akses layanan dan pengetahuan tentang digitalisasi administrasi
kependudukan. Kesimpulannya, kegiatan ini menekankan pentingnya
penguatan sosialisasi dan pendampingan berkelanjutan untuk
meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam adopsi teknologi
administratif, serta menunjukkan tantangan yang perlu diatasi untuk
memperluas penggunaan Identitas Kependudukan Digital di tingkat
masyarakat.
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Pendahuluan

Digitalisasi adalah transformasi proses manual menjadi berbasis teknologi digital
untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi, termasuk dalam sektor
pelayanan publik (Najich Alfayn, 2022). Digitalisasi adalah transformasi proses manual
menjadi berbasis teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan
transparansi dalam berbagai sektor, termasuk pelayanan public . Dalam konteks ini,
digitalisasi melibatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk
menyederhanakan proses administrasi, mempercepat penyampaian layanan, serta
meningkatkan pengalaman pengguna. Digitalisasi telah menjadi strategi global dalam
mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya melalui konsep e-
Government. Di Indonesia, digitalisasi pelayanan publik menjadi salah satu pilar utama
kebijakan pemerintah dalam menghadapi tantangan era globalisasi dan revolusi industri
4.0. Kebijakan ini dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Melalui SPBE, pemerintah mendorong
setiap instansi untuk mengintegrasikan sistem informasi mereka ke dalam satu platform
terpadu, guna menciptakan pelayanan yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses
oleh masyarakat (Astuti et al., 2021).

Namun, tantangan dalam implementasi digitalisasi ini juga perlu diperhatikan.
Menurut (Fauzi et al., 2024 ), rendahnya partisipasi masyarakat dalam digitalisasi layanan
publik menjadi salah satu hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk
meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses ini. Di sisi lain,
keberhasilan negara-negara maju seperti Estonia dan Singapura dalam
mengimplementasikan digitalisasi pelayanan publik dapat menjadi pembelajaran penting
bagi Indonesia. Estonia, misalnya, melalui program e-Residency, memungkinkan warga
negara untuk mengakses hampir semua layanan pemerintah secara daring. Sementara
itu, Singapura dengan platform SingPass memberikan akses terpadu ke berbagai layanan
pemerintah melalui aplikasi digital. Kedua negara ini telah menunjukkan bahwa
digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mengurangi hambatan
birokrasi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

Implementasi digitalisasi pelayanan publik di Indonesia dapat dilihat melalui
berbagai program unggulan seperti Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK), Sistem Layanan Elektronik Badan Kepegawaian Negara (e-BKN), dan Identitas
Kependudukan Digital (IKD). Program-program ini menunjukkan komitmen pemerintah
dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat. Berdasarkan Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan. Percetakan Kartu Tanda Penduduk yang sebelumnya dilakukan secara
manual dan dibuat oleh masyarakat 5 tahun sekali berubah menjadi KTP elektronik yang
berlaku seumur hidup. Seiring perkembangan teknologi informasi, Pada tahun 2022
Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72
Tahun 2022 (Kementerian Dalam Negeri, 2022) mengatur tentang program Identitas
Kependudukan Digital, dalam pasal 1 ayat (18) dijelaskan bahwa Identitas Kependudukan
Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen
Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan
Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.

Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang dikenal juga sebagai KTP Digital,
adalah salah satu bentuk konkret dari implementasi digitalisasi di bidang administrasi
kependudukan. IKD diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat
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Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) pada tahun 2022. Program ini
dirancang untuk mengatasi masalah distribusi blangko e-KTP, meningkatkan efisiensi
administrasi, dan memperkuat integrasi data nasional. Pergeseran dari blangko e-KTP ke
KTP Digital dilatarbelakangi oleh tantangan dalam distribusi dan pencetakan blangko.
Produksi blangko e-KTP membutuhkan peralatan khusus seperti printer dan ribbon, yang
memakan anggaran besar dan rawan mengalami keterlambatan distribusi. Dengan KTP
Digital, data kependudukan diintegrasikan ke dalam aplikasi yang dapat diakses melalui
perangkat ponsel.

Di Kecamatan Pakal, Surabaya, penerapan digitalisasi pelayanan publik seperti
Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi fokus utama dalam meningkatkan kualitas
layanan administrasi kependudukan. Berdasarkan data tahun 2023, Kecamatan Pakal
memiliki populasi sebesar 62.712 jiwa, dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor
informal. Tingginya mobilitas penduduk di wilayah ini sering kali membatasi waktu
mereka untuk mengurus administrasi kependudukan pada jam operasional reguler.
Namun, penerapan digitalisasi di Kecamatan Pakal menghadapi berbagai kendala. Salah
satu tantangan utama adalah rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat, terutama
penduduk usia lanjut yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Selain itu,
keterbatasan infrastruktur, seperti akses internet yang belum merata, serta perangkat
keras seperti ponsel pintar dengan spesifikasi minimum tertentu, turut menghambat
implementasi IKD. Kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi juga menjadi
hambatan signifikan, karena sebagian masyarakat meragukan keandalan sistem digital
dalam melindungi informasi mereka.

Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Kecamatan Pakal meluncurkan program
perpanjangan jam pelayanan hingga pukul 19.00 selama September hingga Oktober 2024.
Program ini memberikan fleksibilitas waktu bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses
layanan pada jam operasional reguler. Program ini mencerminkan prinsip e-Government
yang responsif, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus
mendukung nilai-nilai ASN BerAKHLAK, khususnya berorientasi pelayanan dan adaptif.
Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendukung implementasi IKD melalui
optimalisasi literasi digital masyarakat dan evaluasi program perpanjangan jam
pelayanan. Manfaat yang diharapkan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat dalam
memanfaatkan layanan digital, pengurangan hambatan birokrasi, serta peningkatan
kepercayaan terhadap teknologi pelayanan publik. Dengan evaluasi yang komprehensif,
kegiatan ini diharapkan dapat memberikan model yang dapat diterapkan di wilayah lain,
mendukung percepatan transformasi digital pelayanan publik di Indonesia.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti efektivitas dan implementasi
program IKD di berbagai wilayah. Penelitian oleh (Hendrati et al, 2024) meneliti
peningkatan cakupan aktivasi IKD di Kelurahan Wonorejo dengan menekankan peran
mahasiswa magang dalam menyebarluaskan informasi melalui media sosial dan interaksi
langsung di loket pelayanan. Meskipun penelitian ini menunjukkan peningkatan aktivasi
IKD, pendekatan yang digunakan masih terbatas pada aspek sosialisasi dan belum
mempertimbangkan faktor operasional, seperti fleksibilitas waktu pelayanan, dalam
meningkatkan efektivitas digitalisasi. Selanjutnya, penelitian oleh (Salsa Bella & Widodo,
2023) di Kecamatan Tambaksari menyoroti implementasi IKD dengan mengacu pada
teori implementasi George C. Edward Il yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya,
disposisi, dan struktur birokrasi. Studi ini menunjukkan bahwa keberhasilan
implementasi IKD sangat bergantung pada efektivitas komunikasi antara pemerintah dan
masyarakat serta kesiapan sumber daya manusia. Namun, penelitian ini belum
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membahas bagaimana fleksibilitas waktu pelayanan dapat menjadi faktor penting dalam
optimalisasi digitalisasi. Penelitian oleh (Firmansyah & Anisykurlillah, 2023) meneliti
efektivitas pelayanan IKD di Kelurahan Kandangan dengan menggunakan indikator
ketepatan sasaran, sosialisasi, pencapaian tujuan, dan pemantauan program. Studi ini
menemukan bahwa kendala utama dalam implementasi IKD adalah rendahnya literasi
digital masyarakat dan keterbatasan akses terhadap perangkat yang mendukung. Namun,
penelitian ini tidak mengeksplorasi bagaimana perpanjangan jam pelayanan dapat
meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas digitalisasi layanan kependudukan.

Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan, kajian-kajian tersebut belum secara
spesifik membahas peran perpanjangan jam pelayanan dalam optimalisasi digitalisasi
layanan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan
perspektif baru dengan menganalisis bagaimana perpanjangan jam pelayanan dapat
meningkatkan efektivitas implementasi digitalisasi dalam pelayanan administrasi
kependudukan di tingkat kecamatan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan
dalam menyoroti peran perpanjangan jam pelayanan sebagai strategi optimalisasi
digitalisasi layanan administrasi kependudukan. Studi ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi bagi pengembangan kebijakan pelayanan publik berbasis digital, khususnya
dalam meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas IKD di tingkat kecamatan.

Metode Pelaksanaan
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Gambar 1. Peta lokasi kecamatan pakal

Kegiatan dilaksanakan di Kantor Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, yang dipilih
karena kebutuhan administrasi kependudukan yang tinggi di wilayah tersebut, terutama
dalam adopsi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Lokasi ini strategis dengan kebijakan
perpanjangan jam layanan hingga pukul 19.00, memberikan fleksibilitas waktu bagi
masyarakat. Kegiatan berlangsung selama tiga bulan, dari Agustus hingga Oktober 2024.
Untuk mendukung pelaksanaan, lokasi kegiatan didukung dengan peta atau gambar
sebagai ilustrasi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif Data
dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan petugas
kecamatan dan masyarakat, serta analisis dokumen dari Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK). Khalayak sasaran utama meliputi pekerja yang sulit mengakses
layanan pada jam operasional reguler, kelompok usia lanjut dengan literasi digital rendabh,
dan warga yang telah terdaftar tetapi belum memahami penggunaan aplikasi IKD. Selain
itu, kegiatan ini juga melibatkan petugas kecamatan sebagai mitra, termasuk operator
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pelayanan dan koordinator, yang berperan dalam memberikan pendampingan teknis
langsung kepada masyarakat. Penentuan sasaran didasarkan pada data dari Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yang mencakup statistik pengguna IKD
dan jumlah penduduk yang belum memanfaatkan layanan digital ini.

Pelaksanaan program terdiri dari beberapa tahapan, yaitu persiapan,
pendampingan, serta monitoring dan evaluasi. Tahap persiapan mencakup koordinasi
dengan pihak kecamatan untuk menyusun jadwal kegiatan, serta penyusunan materi
penyuluhan dan pelatihan. Selanjutnya, pada tahap pendampingan langsung, masyarakat
yang datang selama jam perpanjangan layanan dibantu untuk mengunduh, mendaftar,
dan memahami cara menggunakan aplikasi IKD. Kegiatan juga dilengkapi dengan
demonstrasi langkah-langkah penggunaan aplikasi secara langsung.

Gambar 2. Pendampingan pembuatan IKD

Keberhasilan program diukur melalui beberapa indikator, seperti jumlah
masyarakat yang memanfaatkan jam tambahan layanan, peningkatan jumlah pengguna
baru IKD, serta kemampuan masyarakat dalam menggunakan aplikasi secara mandiri
setelah pendampingan. Feedback masyarakat mengenai kemudahan dan kenyamanan
layanan juga menjadi tolok ukur keberhasilan program. Evaluasi dilakukan dengan
mengumpulkan data kuantitatif dari SIAK, termasuk jumlah kunjungan selama jam
perpanjangan dan jumlah pengguna baru IKD.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan program pendampingan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di
Kecamatan Pakal menunjukkan capaian yang signifikan dalam meningkatkan
aksesibilitas layanan administrasi kependudukan. Berdasarkan data dari Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), pada bulan September 2024 tercatat
sebanyak 196 pengguna baru IKD berhasil diaktivasi setelah kebijakan perpanjangan jam
pelayanan diterapkan. Namun, jumlah ini mengalami penurunan drastis pada bulan
Oktober 2024, di mana hanya 31 pengguna baru yang melakukan aktivasi. Hingga akhir
November 2024, dari total wajib KTP di Kecamatan Pakal, sebanyak 15.345 penduduk
telah mengaktifkan IKD, dengan persentase adopsi mencapai 28,17%.
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Kebijakan perpanjangan jam pelayanan, yang mulai diberlakukan pada 2
September 2024, memperlihatkan antusiasme masyarakat, terutama pada minggu
pertama pelaksanaannya. Perpanjangan waktu hingga pukul 19.00 setiap hari kerja dan
pelayanan tambahan pada hari Sabtu hingga pukul 14.00 menjadi strategi untuk
menjangkau masyarakat yang tidak dapat mengakses layanan pada jam kerja reguler.
Langkah ini sejalan dengan teori pelayanan publik yang menekankan pentingnya
fleksibilitas waktu dalam meningkatkan aksesibilitas. Data bulan September
menunjukkan kebijakan ini berhasil menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya
pekerja, dan mendorong aktivasi IKD di Kecamatan Pakal.

Tabel 1. Data aktivasi IKD periode September-oktober 2024

Bulan Jumlah
September 196
Oktober 31

Namun, penurunan signifikan pada bulan Oktober mengindikasikan adanya
kendala teknis dan sosial yang memengaruhi keberlanjutan program. Secara spesifik,
faktor internal seperti rendahnya literasi digital di kalangan usia lanjut dan keterbatasan
perangkat teknologi menjadi hambatan utama. Faktor eksternal, seperti menurunnya
intensitas sosialisasi oleh Ketua RW/RT dan meningkatnya aktivitas masyarakat
menjelang akhir tahun, juga turut memengaruhi tren penurunan. Masalah teknis, seperti
kompatibilitas aplikasi IKD dengan perangkat berbasis Android versi tinggi, semakin
memperburuk situasi. Berdasarkan pemberitahuan resmi tertanggal 13 November 2024,
aplikasi IKD sedang dalam proses pembaruan untuk mengatasi masalah kompatibilitas,
sehingga pelayanan sempat ditunda selama satu minggu.

PERKEMBANGAN IKD SD TGL 27 NOVEMBER 2024

1

2 | KoDE WILAYAH PROGRESREKAM | TOTALIKD | PERCEN IKD 150w i
3 | 3578 |KOTASURABAYA 2243133 | 484711 20,72 nn PERKEMBANGAN IKD sd 27 NOVEMBER 2024

4 [ 357827 [SUKOMANUNGGAL 78221 29558 37,78 i

5 [ 357824 [TENGGILIS MEIOYO 42416] 13000 23,27 \ 1500
6 [ 357812 [PagEAN CANTIAN 54.475 15.348 28,17 3000

7 | 357830 [PAKAL 47239 1324 27,78

8 | 357814 |TANDES 68.499 |  18.808 27,46 o
9 [ 357819 [BENOWO 54602 | 14350 27,20 250

10 | 357826 |MULYOREID 66982 |  18.184 27,15

11 [ 357823 [1AMBANGAN 20189 | 10877 27,09

12 [ 357821 [DUKUH PAKIS 46941 11384 25,33 & 2 na 00
13 | 357803 |RUNGKUT 521¢3| 23003 2497 2000 TEow e @

14 | 357822 | GAYUNGAN 33.113 7.936 23,97 e s

15 | 357811 [SIMOKERTO 63.075 15.753 23,15 TR o us & 2000
16 | 357831 [SAMBIKEREP 51298 11342 23,08 T 94 ou

17 | 357807 |GENTENG 44.360 9.905 22,33 15000 1 =

18 [ 357809 [sukoLILO 86591  19.208 22,18 A § 1500
19 | 357808 |GUBENG 102100 22622 22,16 ) o

20 357805 [TEGALSARI 73798 | 15847 21,47 woom

21 357829 [BULAK 34714 7.217 20,79 I3 R E 3 [ TLYTE o
22 357815 |KREMBANGAN 8a.497 | 17.027 20,15 M A £ 4 : )

23 357820 [wivunG 57.655 | 11284 19,57 LA K3 | B | B ) B E

24| 357828 [ASEMROWO 34.261 6.561 19,15 5000 E TR LN - o0
25| 357801 |KARANG PILANG 56937 | 1061 15,08 ’ '
26 357825 [GUNUNG ANYAR 46.279 8.820 15,06

27 | 357802 |WONOCOLO 59.928| 11115 18,55

28 357804 | WONOKROMO 17344 21722 18,51 ,

29| 357813 |BUBUTAN 72.285 12638 17,48 (@7\ k>c‘o ‘\«\"‘X f\ r‘@é \@‘0 ;00 ﬁo*\ qv*{"f« @‘\ ‘@C ie“? \«c’b Qo‘esg.“b \f g 5‘(’9\ \@“b @* R S“? 0@‘0 ovo @)«'“\) N \@*‘ & .sf &

30 357818 |LAKARSANTRI 43.023 3317 17,32 & \\\a“ & Al ‘}&‘ & RO fp\ & & O & T8 & S& &8 F &S

31 [ 357817 [KENJERAN 130378 | 18986 14,56 S EE ¥ & R &

32 [ 357816 [SEMAMPIR 129220 17.408 13,47 LR

33357810 |TAMBAKSARI 170894 22433 13,13 —TOTALKD  —mpERCEN D

34 | 357806 [SAWAHAN 149710 13.066 12,74

e

Gambar 3. Data jumlah IKD seluruh kecamatan di Surabaya

Jika dibandingkan dengan kecamatan lain di Surabaya, Kecamatan Pakal tergolong
cukup signifikan dalam tingkat adopsi IKD. Dengan persentase penggunaan mencapai
28,17%, Kecamatan Pakal berada di atas rata-rata wilayah pinggiran Surabaya, meskipun
masih tertinggal dari kecamatan di pusat kota. Ketimpangan ini dapat dijelaskan melalui
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teori akses digital, yang menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur dan literasi
digital untuk mengurangi kesenjangan digital. Meskipun demikian, angka ini juga
menunjukkan bahwa sekitar 71,83% penduduk Kecamatan Pakal belum mengadopsi IKD,
yang menunjukkan adanya ruang besar untuk perbaikan.

Secara teori, implementasi IKD telah memiliki dasar hukum yang kuat sebagai
pengganti KTP fisik, sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan. Namun, masyarakat masih memiliki keraguan terhadap keabsahan IKD
di berbagai institusi layanan publik. Keraguan ini menjadi salah satu tantangan signifikan
dalam mendorong masyarakat untuk beralih dari KTP fisik ke KTP digital, meskipun
sudah ada regulasi yang mengatur legalitasnya.

Optimalisasi digitalisasi KTP di Kecamatan Pakal melalui perpanjangan jam
pelayanan menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan jumlah warga yang dapat
mengakses layanan identitas kependudukan digital walaupun pada bulan selanjutnya
mengalami penurunan yang disebabkan beberapa faktor yang telah dibahas diatas.
Perubahan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang sebelumnya mengalami
keterbatasan waktu untuk melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Dengan semakin banyaknya warga yang beralih ke sistem digital, efektivitas pelayanan
publik di Kecamatan Pakal mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan
temuan penelitian di Kabupaten Bogor yang menunjukkan bahwa digitalisasi KTP dapat
mempercepat pelayanan administrasi kependudukan dan meningkatkan efisiensi sistem
pelayanan publik (Salopah et al., 2024). Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan
beberapa kendala yang perlu segera diatasi agar sistem digitalisasi ini dapat berjalan
lebih optimal.

Salah satu kendala utama dalam implementasi digitalisasi KTP adalah masih
rendahnya literasi digital masyarakat. Banyak warga yang belum sepenuhnya memahami
manfaat dan cara penggunaan IKD, sehingga masih bergantung pada KTP fisik dalam
berbagai keperluan administratif. Kurangnya pemahaman ini menunjukkan perlunya
strategi sosialisasi yang lebih masif dan efektif agar masyarakat lebih siap dalam
beradaptasi dengan sistem digital. Studi di Kota Tanjungpinang menunjukkan bahwa
pemanfaatan media sosial serta sosialisasi langsung di lapangan dapat membantu
meningkatkan pemahaman masyarakat terkait layanan digital (Nurdiana & Ayumi, 2024).
Selain itu, infrastruktur teknologi yang belum merata juga menjadi hambatan dalam
implementasi yang lebih luas. Keterbatasan akses internet dan perangkat yang
kompatibel mengakibatkan sebagian warga mengalami kesulitan dalam mengakses
layanan digital secara mandiri, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian di Bandar
Lampung (Djano et al., 2024).

Selain faktor masyarakat, aspek internal dalam penyelenggaraan layanan juga
menjadi perhatian. Jumlah tenaga pelayanan yang terbatas sering kali mengakibatkan
antrean yang panjang dan waktu layanan yang lebih lama, terutama saat terjadi lonjakan
jumlah pendaftar IKD. Efektivitas pelayanan dapat lebih ditingkatkan dengan menambah
jumlah petugas yang khusus menangani aktivasi IKD serta memberikan pelatihan
tambahan kepada mereka agar lebih siap dalam membantu warga yang mengalami
kendala dalam proses digitalisasi. Hal ini didukung oleh temuan di Kabupaten Bogor yang
menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pegawai secara langsung berkontribusi
terhadap percepatan aktivasi IKD (Salopah et al., 2024).

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, strategi optimalisasi digitalisasi
KTP dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, peningkatan sosialisasi dengan

120



Jurnal Abdimas Indonesia

menggunakan berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, sosialisasi langsung di
tingkat kelurahan, serta kerja sama dengan instansi pendidikan untuk meningkatkan
literasi digital masyarakat. Kedua, penguatan infrastruktur teknologi dengan memastikan
akses internet yang lebih stabil di wilayah Kecamatan Pakal serta pengembangan sistem
aplikasi IKD yang lebih mudah digunakan. Ketiga, penambahan tenaga pelayanan di loket
pelayanan IKD guna mengurangi waktu antrean dan mempercepat proses aktivasi.
Terakhir, evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan ini perlu dilakukan agar
perbaikan layanan dapat terus diimplementasikan secara berkelanjutan.

Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi digitalisasi
KTP di Kecamatan Pakal dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang
lebih luas bagi masyarakat. Transformasi ke arah digital bukan hanya sekadar
modernisasi layanan, tetapi juga upaya untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan
dalam pengelolaan administrasi kependudukan. Dengan mengatasi kendala ini,
implementasi IKD di Kecamatan Pakal diharapkan dapat semakin optimal, mendukung
transformasi digitalisasi KTP, serta menjadi model bagi wilayah lain di Surabaya.

Kesimpulan

Digitalisasi pelayanan publik, khususnya melalui penerapan Identitas
Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Pakal, Surabaya, menunjukkan potensi besar
dalam meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi layanan administrasi
kependudukan. Meskipun kebijakan perpanjangan jam pelayanan hingga pukul 19.00
berhasil menarik minat masyarakat dan meningkatkan jumlah aktivasi IKD, tantangan
seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, dan keraguan terhadap
keamanan data pribadi masih menjadi hambatan signifikan dalam implementasi yang
lebih luas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan jumlah
pengguna baru IKD, penurunan yang drastis pada bulan Oktober mengindikasikan
perlunya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam strategi sosialisasi dan
pelaksanaan program. Keberhasilan implementasi IKD sangat bergantung pada
efektivitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta kesiapan sumber daya
manusia dalam memberikan pelayanan yang optimal. Untuk mengatasi kendala yang ada,
diperlukan langkah-langkah strategis, termasuk peningkatan sosialisasi melalui berbagai
saluran komunikasi, penguatan infrastruktur teknologi, penambahan tenaga pelayanan,
dan evaluasi berkala terhadap kebijakan yang diterapkan. Dengan mengatasi tantangan
ini, diharapkan digitalisasi KTP di Kecamatan Pakal dapat berjalan lebih optimal,
memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, dan menjadi model bagi wilayah
lain di Surabaya.
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